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ABSTRAK
Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana ada pihak yang berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Menurut hukum perdata perikatan dibagi menjadi dua yaitu perikatan yang sederhana dan perikatan yang agak rumit. Sumber hukum perikatan di Indonesia berdasarkan dari hukum perjanjian dan undang-undang. Menurut pasal 1233 KUH Perdata dijelaskan sumber dari perikatan dibagi menjadi dua yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Pada artikel berikut ini akan lebih dijelaskan tentang macam-macam dan sumber perikatan dalam hukum perdata.
Kata kunci : Perikatan, Sumber Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian

ABSTRACT
Engagement is a legal relationship between two parties, where a party has the right to demand something from the other party and the other party is obliged to fulfill these demands. According to civil law, the engagement is divided into two, namely a simple agreement and a somewhat complex one. The source of engagement law in Indonesia is based on treaty law and statute. According to Article 1233 of the Civil Code, it is explained that the source of the engagement is divided into two, namely an agreement that originates from an agreement and an agreement that originates from the law. In the following article, we will explain more about the types and sources of engagement in civil law.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Perikatan berasal dari bahasa Belanda “Verbintenis” atau dalam bahasa Inggris “Binding”. Verbintenis berasal dari bahasa Perancis “Obligation” yang ada dalam “code civil Perancis”, yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata “obligation” yang terdapat dalam Hukum Romawi ”Corpusiuris Civilis”. 
Dalam literatur bahasa Indonesia, kata Verbintenis sering disebut dengan hukum perikatan atau hukum perutangan. Hukum perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan (vermogen recht) antara dua orang atau lebih, yang memberi hak (recht) pada salah pihak (kreditur) dan memberi kewajiban (plicht) pada pihak yang lain (debitur) atas suatu prestasi. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. [footnoteRef:1] [1:  L.C. Hoffman, sebagaimana dikutip dari R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan,Putra Abardin, 1999, hal. 2] 

Perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun secara garis besar, dalam buku ketiga KUH Perdata tidak menjelaskan secara spesifik tentang pengertian perikatan. Namun ada beberapa pengertian tentang perikatan yang disampaikan oleh beberapa ahli yaitu menurut Mariam Darus Badrulzaman yang memberikan pengertian terhadap perikatan sebagai “hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut”. Sedangkan Hukum Perikatan sendiri dimaknai oleh Mariam Darus Badrulzaman sebagai aturan yang memberikan pengaturan dalam melaksanakan perikatan.[footnoteRef:2] [2:  Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, Edisi Kedua, 4
Cetakan I, 1996, hal. 1-9.
] 

Sedangkan pengertian perikatan menurut Subekti yaitu mengatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, di mana pihak yg satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana, atau disebut juga perikatan murni.[footnoteRef:3] [3:  Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 26.] 

Perikatan (verbintenis) adalah hubungan hukum (rechtsbetrekking) oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan (person) adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan yang tercipta karena adanya “tindakan hukum” (rechtshandeling). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. [footnoteRef:4] [4:  M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 7.
] 


Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud perikatan dan sebutkan macam – macam perikatan ?
2. Apa saja sumber perikatan berdasarkan hukum perdata?
3. Bagaimana hukum perjanjian berlaku di masyarakat ?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan penulisan dalam artikel mengenai sumber serta macam - macam perikatan dan hukum perjanjian dalam hukum perdata yang sudah berlaku di masyarakat ini yaitu, agar pembaca dapat memperdalam wawasannya mengenai materi yang telah dipaparkan.

PEMBAHASAN
Macam-Macam Perikatan Berdasarkan Hukum Perdata
Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana ada pihak yang berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan terbagi menjadi dua yaitu perikatan yang sederhana dan perikatan yang agak rumit. Pada perikatan sederhana, yaitu apabila masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini disebut perikatan bersahaja atau perikatan murni. [footnoteRef:5] Hukum Perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yang agak lebih rumit yaitu : [footnoteRef:6] [5:  Subekti, Perikatan Murni (Bersahaja), (Jakarta : 1979) hlm 4.
]  [6:  I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 7-8.] 

Perikatan Bersyarat
Perikatan Bersyarat (voorwardelijk verbintenis) adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat tersebut yaitu suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum pasti terjadinya, baik dengan menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa, maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUHPerdata). Dari ketentuan Pasal 1253 KUHPerdata ini dapat dibedakan dua perikatan bersyarat yaitu :
a. Perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah perikatan dimana perikatan lahir apabila peristiwa yang dimaksud terjadi dan perikatan lahir pada saat terjadinya peristiwa itu (Pasal 1263 KUHPerdata).
b. Perikatan dengan syarat batal, yaitu suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi (Pasal 1265 KUHPerdata).
Semua perjanjian adalah batal, jika pelaksanaannyasemata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Dalam Hukum Perjanjian, ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang- undang adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tidak mempunyai suatu kekuatan hukum apapun. Perikatan dengan syarat tangguh baru lahir jika peristiwa yang dimaksudkan terjadi, misalnya Amir akan melepaskan sahamnya jika keadaan ekonomi membaik. Sedangkan perikatan dengan syarat batal sudah lahir dan justru menjadi batal jika peristiwa yang dimaksud terjadi, misalnya Santa akan menarik investasinya jika Amir masuk menjadi pemegang saham baru.
Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat, misalnya waktu, maka perjanjian tidak dianggap terpenuhi jika melebihi masa berlakunya. Menurut Pasal 1265 KUH Perdata, dalam hukum perjanjian pada asasnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula dimana seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.
Perikatan dengan Ketetapan Waktu
Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkanpelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Maksud syarat “ketepatan waktu” yaitu pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada “waktu yang ditetapkan”. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau dapat berupa tanggal yang sudah ditetapkan, tetapi pelaksanaannya ditangguhkan sampai waktu tertentu, misalnya Andi memesan mobil yang baru akan datang dan diserahkan  padanya  90  hari sejak ditandatangani perjanjian jual-beli. Selain itu, termasuk juga perikatan ketetapan waktu adalah perikatan yang sudah ada, tetapi jangka waktu pelaksanaannya ditentukan atau pelaksanaannya berakhir sampai dengan jangka waktu tertentu, misalnya Andi dipekerjakan oleh Briant selama 2 tahun.
Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, padahal ternyata bahwa ketetapan waktu itu dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tak dapat diminta kembali (Pasal 1269 KUHPerdata).
Perikatan Mana Suka (Alternatif).
Dalam perikatan alternatif atau mana suka menurut Pasal 1272 KUH Perdata si debitur atau orang yang mempunyai kewajiban atau yang seharusnya berprestasi dalam perjanjian mempunyai kebebasan menyerahkan salah satu dari dua barang yang diserahkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan menerima sebagian dari barang yang lain, misalnya Ani membeli mobil dari sebuah dealer diberikan pilihan atau alternatif apakah memilih Type E dengan diskon khusus atau Type G dengan menambah uang pembayaran.
Dalam perikatan manasuka, objek prestasi ada dua macam benda. Dikatakan perikatan manasuka, karena debitur boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya. Jika debitur telah memenuhi salah satu dari dua benda yang disebutkan dalam perikatan, ia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak memilih prestasi itu ada pada debitur, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditur (Pasal 1272 dan 1273 KUHPerdata). Perikatan Tanggung Menanggung
Dalam perikatan tanggung menanggung, di salah satu pihak terdapat lebih dari satu orang, dan biasanya terdapat di pihak debitur, maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Dalam perikatan ini dapat terjadi dimana seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Apabila kreditur terdiri dari beberapa orang, ini disebut tanggung menanggung aktif. Dalam perikatan ini seorang kreditur mempunyai hubungan hukum dengan beberapa orang debitur. Hal ini umumnya terjadi dalam hal penghukuman atau putusan pengadilan yang menetapkan demikian. Misalnya, direksi dan komisaris dihukum secara tanggung menanggung membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp5.000.000.000,-.
Pada umumnya perikatan tanggung menanggung ini terjadi, apabila pihak debiturnya berupa badan hukum (Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan lain-lain) atau bisa juga terjadi dalam perjanjian penanggungan (borgtocht). Jika beberapa orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama, mereka masing-masing terikat untuk seluruh utang (Pasal 1836 KUH Perdata).
Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi.
Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi, adalah terbatas pada prestasinya. Apakah prestasi tersebut dapat dibagi menurut imbangannya atau tidak, dan pembagian tersebut tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Jadi, sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu didasarkan pada :
a. Sifat benda yang menjadi	objek  perikatan,
b. Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi.[footnoteRef:7]  [7:  Subekti, Perikatan Murni (Bersahaja), (Jakarta : 1979) hlm 4.] 

Persoalan dapat atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitur atau lebih dari seorang kreditur. Jika hanya seorang kreditur saja dalam perikatan itu, maka perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi, meskipun prestasinya dapat dibagi. Menurut ketentuan Pasal 1390 KUHPerdata, tak seorang debitur pun dapat memaksa kreditur menerima pembayaran hutangnya sebagian demi sebagian, meskipun hutang itu dapat dibagi-bagi.
Dapat dibagi atau tidaknya suatu perikatan tergantung dari jenis barang dan maksud atau isi perjanjian. Dilihat dari sifat barang yang menjadi obyek perjanjian, sebuah mobil adalah tidak dapat dibagi karena jika dibagi maka mobil tersebut kehilangan hakikatnya sebagai sebuah mobil. Lain halnya jika obyek perjanjiannya misalnya perlengkapan pemilu maka hal tersebut dapat dibagi kepada beberapa debitur dengan kewajibannya sendiri, misalnya untuk perusahaan A menyediakan tanda gambar pemilu, perusahaan B menyediakan tinta pemilu, perusahaan C menyediakan kotak pemilu, dan sebagainya, bahkan jika jumlahnya banyak, hal tersebut bisa dibagi lagi kepada perusahaan lainnya, misalnya Perusahaan A hanya menyediakan 50 juta tanda gambar pemilu dari 150 juta yang harus disediakan, sisanya dibagi atau di subkontrakkan kepada perusahaan D dan E.
Akibat hukum yang terpenting dari dapat atau tidak dapat dibaginya suatu perikatan adalah dalam hal suatu perikatan tidak dapat dibagi maka tiap- tiap kreditur berhak menuntut seluruh prestasinya pada tiap-tiap debitur, sedangkan masing-masing debitur diwajibkan memenuhi prestasi tersebut seluruhnya. Dalam hal suatu perikatan dapat dibagi, tiap-tiap kreditur hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbangan dari prestasi tersebut, sedangkan masing-masing debitur juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya.
Perikatan dengan Ancaman Hukuman.
Yang dimaksud adalah suatu perikatan dengan ancaman hukuman adalah dimana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai penggantian atas kerugian yang diderita oleh pihak yang berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian (Pasal 1307 KUHPerdata). Ganti kerugian selalu berupa uang.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman hukuman itu berupa ancaman pembayaran denda. Pembayaran denda sebagai ganti kerugian tidak dapat dituntut oleh kreditur apabila tidak berprestasi debitur itu karena adanya keadaan memaksa (overmacht). Hal ini mempunyai maksud untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya, untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya.
Sumber Perikatan Berdasarkan Hukum Perdata 
Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perikatan merupakan produk hukum baru. Sedangkan sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah hukum perjanjian dan undang-undang. Dalam hukum perikatan, hubungan hukum tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum (rechhandeling) yang dilakukan pihak- pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban disisi lain. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian/ persetujuan atau karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Berdasarkan dari ketentuan pasal 1233 KUH Perdata.[footnoteRef:8] tersebut, jelas ditegaskan bahwa sumber dari perikatan ada dua, yaitu : [8:  Subekti, Sumber Perikatan, (Jakarta : 1995), 
hlm .1] 

Perikatan Bersumber dari Perjanjian (Persetujuan).
Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, menyebutkan bahwa :
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tindakan/perbuatan (handeling) yang menciptakan perjanjian (overeenkomst) berisi pernyataan kehendak (wilsverklaring) antara para pihak, akan tetapi meskipun Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan atau perbuatan (handeling), tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum (rechtshandeling), sebab tidak semua tindakan/perbuatan mempunyai akibat hukum (rechtgevolg).
Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul	"Hukum Perjanjian", menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa perjanjian tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang yang terlibat dalam perjanjian yang dinamakan perikatan. Jadi suatu perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Sedangkan dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. [footnoteRef:9] [9:  Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hal.36.] 

Perikatan Bersumber dari Undang- Undang.
Dalam Perikatan yang timbul karena Undang-Undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh Undang-Undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang.	Undang-Undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban Undang-Undang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata menyebutkan bahwa :
Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang- undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata tersebut, perikatan yang bersumber pada undang-undang, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikatan yang hanya terjadi karena undang- undang dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya ketentuan Pasal 1353 KUH Perdata, menyebutkan bahwa :
Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1353 KUH Perdata tersebut, jelas disebutkan bahwa perikatan yang lahir atau bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia, digolongkan menjadi dua hal, yaitu perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.

Pembentuk undang-undang menentukan figur dari perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang halal, antara lain perbuatan mewakili orang lain, pembayaran hutang yang tidak diwajibkan, perikatan wajar. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan manusia yang melawan hukum ditetapkan bukan saja karena salahnya orang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang juga karena perbuatan dari orang tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis.
Persyaratan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata
adalah :
a. Harus terdapat perbuatan subjek hukum baik yang bersifat positif atau negatif
b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
c. Harus ada kerugian;
d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian
e. Harus ada kesalahan. Dalam perkembangannya, perbuatan melawan hukum tersebut tidak saja melanggar ketentuan hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis.
Bagaimana Hukum Perjanjian Berlaku Di Masyarakat 
Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negoisasi di antara para pihak tersebut. Sehingga dengan adanya kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak. [footnoteRef:10] [10:  Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 
Komesial, (Yogyakarta : Laks Bang Mediatama, 2008), h. 1-2.
] 

	perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakatinya. Hal itu berarti, para pihak dalam perjanjian, yang telah menyepakati janji-janji di dalam perjanjian, terikat untuk memenuhinya. “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.[footnoteRef:11] [11:  R.Subekti & R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 374] 



PENUTUP
Simpulan
Istilah hukum perikatan sendiri mencakup semua ketentuan yang tertuang dalam buku ketiga KUH Perdata. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang- undang. Buku III KUH Perdata tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.
Dari pengertian hukum perikatan diatas, dapat dihubungkan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menumbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Hukum perikatan pun tertera dalam undang-undang yang berbunyi :
Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata): Perikatan, lahir karena suatu persetujuan ataukarena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuatsesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatandimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang- undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
Saran
Dari penjelasan yang telah kami paparkan sebelumnya terdapat sebuah kelebihan dan kekurangannya masing- masing, namun untuk meningkatkan pemaparan di atas adapun saran-saran untuk menunjang sebuah peningkatan dari materi maupun penerapannya.
1. Alangkah baiknya jika hukum perikatan ini tidak hanya dijadikan sebagai materi yang membantu proses pemahaman mahasiswa saja namun dapat digunakan langsung atau dipraktekan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari atau dalam proses pembelajaran.
2. Sebaiknya pemerintah dan masyakarat dapat membangun kerja sama yang baik dalam mengarahkan proses berlangsungnya perikatan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penulis menyarankan para pembaca untuk mencari tahu lebih dalam atas materi yang kami paparkan dengan sumber-sumber yang lain agar mampu memahami materi lebih luas.
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